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ABSTRAK

SANKSI BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN
PERBUATAN PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS
DAN PENGAMAT DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA

AZIZAH

Pidana percobaan pada pokoknya ialah orang yang dijatuhi hukuman,
tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa
terhukum sebelurn habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau
inelanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya. Dalam hal pengadilan
menjatuhkan pidana percoban/bersyarat, maka pelaksaannya dilakukan dengan
pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menwiut ketentuan
undang-undang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetehui dan menjeskar apakah sangksi
bagi terpidana percobaian apabila melekukan perbuatan pidana, serta untuk
mengetahui dan memahami apa saja hambatan pengawasan dan pengamatan olch
hakim pengawas terhadap terpidana percobaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi bagi terpidana
percobaan apabila melakukan perbuatan pidana adalah: terhadap terpidana tidak
dengan sendirinya/tidak secara otematispidana yang dijatuhkan benar-benar
dilaksanakar. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggar syarat yang
ditetapkan baik syarat umum maupun syarat khusus, Jaksa Penuntut Uinum tidak
harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu
Juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk
melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab
permintaan Jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar memenuhi
syarat-syarat yang ternyata telah dilanggamya itv. hambatan pengawasan dan
pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan adalah: a) belun
adanya ketentuan lebih lanjut mengenrai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan
oleh hakim terhadap terpidana percobaan, b) sampai sekarang masih beium
terdapat pengertian tentang hal-hal yang menyangkut tugas hakim pengawas dan
pengamat baik dikalangan scsame penegak hukum (jaksa maupun hakim) juga
masyarakaf, ¢) hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya
terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalm pengawasan dan
pengamatan terpidana, walaupun ada anjuran dari MA dalam menjalankan
pengawasan dan pengamatan hakim dibantu oleh Lurah/Kades, namun keadaan
sebenarnya tidaklah demikian sehingga sulit bagi hakim tersebut untuk
mengetahui si terpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus
dalam masa percobaan.

Kata kunci: pidana percobaan, hakim pengawas dan pengamat.
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BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Tndonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat
nasional, maka hukum acara pidana yang lerlaku adalah HIR (ifer Herziene
Inlands Reglement) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda.
Dalem HIR tugas jaksa adalah penyidikan, peryidikan lanjutan dan penuntutan
perkara di depan sidang pengadilan.

Sebelum berlakurya hukum pidana nasionai, yait:: Undang-undang Nomor
8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hauya sebagai penuntut urnum dan
eksekusi saja, sedangkan penyidikan diiakukan oleh pihak kepolisian.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang
baru, maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi
perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah
salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
dalam rangka pembangunan hukum nasional, merupakn hasil perjuangan cita-cita
bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau
aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan
zaman. Untuk itulah jaksa perlu didorong di samping penguasaan hukum materiil

dan formil secara baik, juga melengkapi dirinya dengan pengetahnan sosial,



budaya dan filsafat bagi kalengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap
hukum dan masalah kemasyarakatan.

Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai
tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti
oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara
dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini
mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut
KUHAP, Pasal | butir 6 dipisahkan:

(a) Juksa adaiah pejabat yang dibeii wewenang sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah inempercleh  kekuatan
hukum tetap

(b) Penuntut  umum  adalah jaksa yang diberi wewenang  melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pemisahan kualitas pecjabat  kejaksaan menurtt KUHAP  tersebut
mengandung konsekuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum darn
melaksanakan keputusan pegadilan, sedangkan penuntut umum melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan bhakim akan tetapi tidak biasa
menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal 1 (b) a-b
KUHAP tersebut dapat dianggap sebagai “pertumbuhan dari pada kualitas pejabat
kejaksaan yaitu selaku jaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta
fungsi masing-masing”."

Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya

adalah Pasal 14 ayat (1) KUHAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270

'Djoko Prakoso dan ! Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Bina
Aksara, Jakarta, 1997, him. 9
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KUHAP, vyaitu: “Pelaksanaan putusan  pengadilan  yang telah memperolch
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengir mkan
salinan surat putusan kepadanya™.

Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas Jjaksa tersebut
menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana, jaksa mempunyai kedudukan
strategis dalam usaha peregakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan
langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa
perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik.
sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Meinperhatikan isi Pasal 270 KUiJAP. dapat diketehui bahwa sebelum
memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dicksekusi yang
berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim
dinyatakan teiah mempunyai kekuatan hukum tetap apabi'a mempunyai unsur:

1. Terdakwa atav penuntet uminm menerima putusan.

2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum ternyata tidak
dimanfaatkan, atau karena lewar waktu dari yang ditentukan.

3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanya putusan diterima
atau tidaknya, permohnan upaya hukum ditarik kembali.

Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam hai ini pidana
percobzan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUHAP yang
menyebutkan  bahwa: “Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat,
maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang

sunguh-sungguh dan menururt ketentan Undang-undang™.?

2Bambang, Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indoesia, Amata Buku,
Yogyakarta, 1984, him_ 42




Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan
pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan
dan pengamatan terhadap terpidana vang dipidana dengan pidana percobaan.

Ketentuan tentang adanya pengawasan da pengamatan tersebut merupakan
suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUHAP pada tanggal 13 Deseinber
1981. adanya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat
tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminar bahwa putusan pengadilan telah
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinva.

Terdapat ketentuan dalam KUHA? yang mengatur mengenal pegawasan
hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan
selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka
efektifitasnya perlu untuk dipertanyakan, khususnya vang terjadi setelah
keputusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari apa yang telah diuraiakan di dalam latar belakang tersebutt di atas,
penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasiinya
akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “SANKSI
BAGI TERPIDANA PERCOBAAN APABILA MELAKUKAN PERBUATAN
PIDANA SERTA HAMBATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

DALAM MENGAWASI DAN MENGAMATINYA”



B. Permasalahan

ta

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

Apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan
pidana ?

Apa saja hambatan pengawasan dan pengamatar: oleh hakim pengawas

dan pengamat erhadap terpidana percobaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran

terhadap sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan pe.buaian pidana

serta hambatan hakin pengawas dan pengamat dalam mengawasi dan

mengamatinya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang

ada kaitannya.

Tujuan penelitian adaiah:

Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah sanksi bagi terpidana
percobaan apabila melakukan perbuatan pidana.

Untuk mengetahui dan meinahami apa saja hambatan pengawasar dan
pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana
percobaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
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pengetahuan, khususnya hukum acara pidana. sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembak an kepada alamater.

D. Defenisi Opersional

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
vang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsicran
penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah in;
akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi adalah:

a. glat peinaksa, memaksa untuk mengindahkain/menegakkan norma
hukum

b. pengukihan; persetujuan dari atasan; penguatan/pengesahan snatu
tindakan

¢. dalam hukum pidana, sanksi dapat berarti hukuman.

2. Pidana Percobaan adalah: orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman
itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum
sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau
melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya

3. Hakim pengawas dan pengamat adalah: hakim yang ditunjuk oleh ketua

pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam



melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Mctede Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsin-prinsip hukum,
terutama yang ada sangkut pautnya dengan sanksi bagi terpidana percobaan
apabila mclakukan perbuatan pidana serta hambatan hakim rengawas dan
pengamat dalam mengawasi dan mengamatinya, maka jenis penelitiannya adalah
penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (mengambarkan)
dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (/ibrary research) daam rangka mendapatkan data
sckunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional
dengan cara menelaah bahan-bahan hnkum seperti:

a. Bahan hukurm primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari tsori-
teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

¢. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer
dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal

ini pihak Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.



Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metoe analisis isi
(content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke

dalam suatu kesimpulan.

F. Sisematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyvusunan skripsi Fakultas Hukem

Universitas Muhammadiyah Palembang, peiulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, defenisi operasional, metode penelitian, serta
sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai jenis-jenis pidana, pengertian pidana percobaan, berakhirnya
pidana percobaan bagi terpidanz, hakim dalam sistem peradilan pidana,
pengertian hakim pengawas dan pengamat, riang lingkup tugas dan
Jjumlah hakim pengawas dan pengamat, dan metode yang digunakan
dalam melakukan pengawasan.

Bab. Ill. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
mengenai apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan
perbuatan pidana dan juga mengenai apa saja hambatan pengawasan dan
pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana

percobaan.
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Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesinipulan dan saran-saran.
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